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BUPATI TAPANULI UTARA,

a bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

1

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan hngkungan
hidup vang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan
dasar manusia, sebagaimana vang diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar, diperlukan
adanya penmgkatan mutu kehidupan dan penghidupan
masyarakat di  Kabupaten Tapanuli Utara dengan
mencegah tumbuh dan berkembangnyva Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk
meningkatkan kualitas dan fungs: perumahan dan
permukiman,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemingkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945,



2 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom di Dalam Lingkungan
Provingt Sumatera Utara jo Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Toba Samosir
dan Kabupaten Dacrah Tingkat II Mandailing Natal jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak
Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092 |,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah dwbah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republk I[ndonesia
Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
MNomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
penvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Hepubhk Indonesma
Nomor 6624,



6 Peraturan Mentern1 Pekemaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tetang Pencegahan dan
Penmingkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permulkiman Kumuh (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2018 Nomor Nomor 785),

7 Peraturan Mentenn Pekernjaan Umum dan Perumahan
Rakyvat Nomor 12/PRT/M/2020 tentang Pecran Masyarakat
dalam  Penvelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permulkiman (Benta Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 511)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTAERA
dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah im1 vang dimaksud dengan

1
2

Daerah adalah Kabupaten Tapanul Utara

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemermmtahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupat adalah Bupat: Tapanuli Utara

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Tapanul Utara yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemeriniahan negara Republik Indonesia dan dibantu oleh
Wakil Presiden serta mentern sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerntah Provins: adalah Provinsi Sumatera Utara
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Rumah adalah bangunan vang berfungs: sebagai tempat tinggal yang layak
hum, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghumnya, serta aset bagi pemiliknya

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dam permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapl dengan prasarana,
sarana, dan utiitas umum sebagal hasil upava pemenuhan rumah vang
layak hum

Perumahan swadava adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendin atau berkelompok,
yang meliput1 perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah
baru beserta hngkungannya

Permulkiman adalah bagian dan hingkungan human yvang terdirt atas lebih
dar satu satuan perumahan yang mempunyal prasarara, sarana, utiitas
umum, serta mempunyval penunjang kegiatan fungs: lan di kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan

Lingkungan human adalah bagian dan kawasan permulkiman yang terdir
atas lebith dan satu satuan permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dan hngkungan hidup di luar
kawasan hndung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hngkungan hunian
dan tempat kegiatan vang mendukung perikehidupan dan penghidupan
Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalam penurunan
kualitas fungsi sehagal tempat human

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak hum karena
ketidakteraturan banpunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggl, dan
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yvang (dak memenuhi
syaral

Pencegahan adalah tindakan vang dilakukan untuk menghindan tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permulkiman kumuh baru
Pecmingkatan kuahtas adalah upaya untuk memngkatkan kualtas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utibhtas umum

Masvarakat Berpenghasilan Rendah vang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya bell sehingga perlu
mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisitk hngkungan human yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal vang

layak, sehat, aman, dan nvaman



19 Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan human yang berfungs: untuk
mendukung penvelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya, dan ekonom

20 Utihtas umum adalah kelengkapan penumang untuk pelayanan lingkungan
hunian

21 Tzin Mendinkan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan vang diberikan olech Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurang, dan/atau merawal bangunan gedung sesual
dengan persyvaratan admimstratif dan persyaratan teknms yang berlaku

22 Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemenntah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman

23 Senap orang adalah orang persecorangan atau badan hukum

24 Badan hukum adalah badan hukum yang didimkan oleh warga negara
Indonesia vang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permulkiman

25 Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan
dinn  secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan
pemersatu, vaitu adanyva wvisi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama,
sehingga kelompok tersebut memilika kesamaan tujuan vang mgm dicapail

bersama

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Peraturan Daerah i dimaksudkan untuk memberkan landasan upava
pencegahan dan peningkatan kualtas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh di Daerah

Pasal 3
Peraturan Daerah 1 bertujuan untuk
a mencegah tumbuh dan berkembangnya petrumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan
permukiman vang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnva,
b meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permulaman
kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permuliman yang

lavak huni dalam hngkungan vang schat, aman, serasi, dan teratur
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Pasal 4

Ruang hngkup Peraturan Daerah i1 mehiputi

a Krnteria dan Tipologl Perumahan Kumuh dan Permulaman Kumuh,

b Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh
Dan Permulaman Kumuh Baru,

¢ Pemingkatan Kualtas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh,

d Penyediaan Tanah,

e Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan,
Tugas Dan Kewapnban Pemerintah Daerah, dan

g Pola Kemitraan, Peran Masyvarakat, Dan Kearifan Lokal

BAB 1il
KRITERTA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permulaoman Kumuh
Pasal 5
(1) Kntena perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kritena
vang digunakan untuk menentukan kondis1 kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman
(2) Kniterta perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehput: kntena kekumuhan ditinjau dar
a bangunan,
b jalan hngkungan,
c penyediaan air minum,
d dramnmase hngkungan,

pengelolaan air hmbah,

=0

pengelolaan persampahan, dan

g proteks) kebakaran

Pasal 6
(1) Knterna kekumuhan ditimjau damn bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2] huruf a mencakup
a kendakteraturan bangunan,
b  tingkat kepadatan bangunan yang tingg yang tidak sesuax dengan
ketentuan rencana tata ruang, dan/atau

¢ kualitas bangunan vang tidak memenuhi syarat

|



(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan kondis1 bangunan pada perumahan dan permukiman
a tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-
undangan, vang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan
tampilan bangunan pada suatu zona, dan/atau
b tidak memenuh: ketentuan tata bangunan dan tata kualitas hingkungan
dalam Eencana Tata Bangunan dan Lingkungan (ETBL), yang melputi
pengaturan blok lhngkungan, kaveling, bangunan, ketinggman dan
elevas1 lantan, konsep 1identitas lingkungan, Lkonsep orientas:
Iingkungan, dan wajah jalan
{3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggl yang tidak sesual dengan
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondis: bangunan pada perumahan dan permukiman dengan
a Koehsen Dasar Bangunan (KDB] vang melebihn ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan/atau RTBL, dan fatau
b  Koefisien Lantar Bangunan (KLB) vang melebihi ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan, dan/atau RTEL
{4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondis: bangunan gedung pada
Perumahan dan Permukiman yvang tidak sesuail dengan persyaratan teknis
(o} Persyaratan tekmis bangunan gedung sebagaimana dimmaksud pada ayat (4
terdir atas
a persyaratan tata bangunan, dan
b persyaratan keandalan bangunan gedung
(6) Persyvaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada avat {5} huruf a
terdin atas
a peruntukan lokas: dan intensitas bangunan gedung,
b arsitektur bangunan gedung,
¢ pengendaban dampak hingkungan,
d rencana tata bangunan dan hngkungan (RTBL), dan
e pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air
dan/atau prasarana/sarana umum
(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayal
{3} huruf b terdin1 atas
a persyaratan keselamatan bangunan gedung,
b persyaratan kesehatan bangunan gedung,
¢ persyaratan kenvamanan bangunan gedung, dan
d persyaratan kemudahan bangunan gedung

s



Pasal 7
{1} Dalam hal daerah belum mem:ilila RDTR dan/atau RTBL, maka pemilaan
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara
(2) Dalam hal bangunan tidak memilikn IMB dan persetuyjuan mendirkan
bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan
dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemernntah daerah dengan

mendapatkan pertimbangan dan Tim Ahh Bangunan Gedung (TABG)

Pasal &

{1) Kriteria kekumuhan ditinjau dan jalan hngkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) hurul b mencakup
a jarngan Jalan bngkungan tdak melavam  selurubh hngkungan

perumahan atau permulkiman, dan/atau

b kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

(2) Jarmngan jalan hngkungan tidak melayan seluruh hngkungan perumahan
atau permukiman sebhagmimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan
kondisi sebagian hngkungan perumahan atau permukiman tidak terlayam
dengan jalan hngkungan

(3) Kualitas permukaan jalan hngkungan buruk sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan hingkungan

terjad: kerusakan permukaan jalan

Pasal 9

(1) Kriterta kekumuhan ditinjau dan penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] huruf ¢ mencakup
a ketidaktersediaan akses aman air munum, dan/atau
b tdak terpenuhinva kebutuhan air minum setiap mndividu sesuai

standar vang berlaku

{2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a merupakan kondis1 dimana masyarakatl tidak dapat mengakses
air minum yang memihiki kuahtas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak
berasa

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan awr mimmum setiap mdmvidu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondis: dimana kebutuhan auwr
minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak

mencapal miummal sebanyak 60 {enam puluh) hiter/orang/har



Pasal 10

(1) Kntena kekumuhan ditinjau dan drainase lngkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup
a dramase hngkungan tidak tersedia,
b dramase hngkungan tidak mampu mengalirkan hmpasan air huwan

sehimgga memimbulkan genangan, dan/atau

¢ kuahtas konstruksi drainase ingkungan buruk

(2) Dranase hngkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal
tidak tersedha, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierark: da
atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menmimbulkan
genangan

(3) Draimnase lmgkungan tidak mampu mengalirkan hmpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan kondisi dimana janngan dramase lingkungan tidak
mampu mengalirkan hmpasan air sehingga menmnmbulkan genangan
dengan tingg lebih dan 30 cm (figa puluh sentimeter) selama lelnh dan 2
(dua) jam dan terjadi lebih dan 2 (dua) kah setahun

(4] Kualitas konstruks: draimnase lingkungan buruk sebagaimana dmaksud
pada ayat (1) huruf ¢ merupakan kondis:1 dimana kualtas konstruksi
drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau

penutup atau telah terjadi kerusakan

Pasal 11
{1) Knternna kekumuhan ditinjau dar pengelolaan air hmbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup
a sistermn pengelolaan air hbmbah tidak sesua dengan standar teknms yang
berlaku, dan/atau
b  prasarana dan sarana pengelolaan air hmbah wudak memenuhn
persyaratan tekms
(2) Sistem pengelolaan ar limbah ndak sesual dengan standar tekmis yang
berlaku scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan kondis:
dimana pengelolaan air hmbah pada lngkungan perumahan atau
permukiman tidak memihiki sistem yang memadai, yaitu terdin dan
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik bailk secara

indmadual /domestik, komunal maupun terpusat
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(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air imbah tidak memenuhi persvaratan
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi
prasarana dan sarana pengelolaan air hmbah pada perumahan atau
permukiman dimana
A kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangk septik, dan/atau

b ndak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat

Pasal 12
(1) Kriterna kekumuhan ditinjau dan pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup
a prasarana dan sarana persampahan tidak sesua dengan persyaratan
reknis, dan/atau
b sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan tekmis
(2} Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis
sebagaimana dumaksud pada ayal (1) hurul a merupakan kondisi dimana
prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau
permulaman tidak memadar sebagar benkut
a tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau
rumah tangga,
b tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle)
pada skala permulaman,
c gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan
d tempat pengumpulan sampah pada skala perumahan atau kelompok
bank sampah
(3) Bistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan tekms
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana
pengelolaan persampsahan pada lingkungan perumahan atau permukiman
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut
a pewadahan dan permilahan domestik,
b pengumpulan hngkungan,
penganglkutan hngkungan, dan
d pengolahan lingkungan

Pasal 13
(1) Kritenna kekumuhan dittimjau dan  proteks: kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] hurutf g mencakup ketidaktersediaan
a prasarana proteks: kebakaran, dan/fatau

b sarana proteks: kebakaran
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(2) Ketidaktersechaan prasarana proteks: kebakaran sebagaimana dimaksud
pada avat (1} huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya
prasarana proteks: kebakaran yang mehput
a pasokan air dan sumber alam maupun buatan,

b jalan Ingkungan wvang memudahkan masuk keluarnya kendaraan
pemadam kebakaran,

¢ sarana komurikas: untuk pembertahuan terjadinyva kebakaran kepada
Instans: pemadam kebakaran, dan

d data tentang sistem proteks: kebakaran hingkungan

{3) Ketidaktersediaan sarana proteks: kebakaran sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianva prasarana
proteks: kebakaran yang mehput:

a alat pemadam ap: ringan (APAR],
b mobil pompa,
¢ mobil tangpa sesuai kebutuhan, dan

d peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua
Tipologl Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Pasal 14
(1) Tipologt perumahan kumuh dan permulkiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan
letak lokas1 secara geografis

(2) Tipologt perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdin dan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh

a di atas am,

b di tep1 air,

¢ i dataran,

d di perbukitan, dan

di daerah rawan bencana
{(3) Tipologn perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana

h

dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan denéan alokas1 peruntukan
dalam rencana tata ruang

(4} Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada

avat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai
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BAB IV
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnva perumahan kumuh dan
permulaman kumuh baru dilaksanakan melalui
a pengawasan dan pengendahan, dan

b pemberdayaan masyarakat

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendahan
Paragraf 1
Umum
Pasal 16
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap
a penzmnan,
b standar tekms, dan
¢ kelaikan fungs
(2] Pengawasan dan pengendalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pada
a tahap perencanaan,
b tahap pembangunan, dan

¢ tahap pemanfaatan

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendahan
Pasal 17
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian lerhadap perizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 avat (1) huruf a sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(2} Pengawasan dan pengendalian kesesualan terhadap penzinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan
permukiman
(3] Pengawasan dan pengendahan kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin
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kesesualan lokasi perumahan dan permukiman vang direncanakan
dengan rencana tata ruang, dan
keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas

wmum sesual dengan ketentuan dan standar tekms yang berlaku

Pasal 18

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar tekns

sebagaimana dmmaksud dalam Pasal 16 ayat (1} huruf b dilakukan

terhadap

a bangunan,

b jalan lingkungan,

c penyediaan air minum,

d dramnase linglkungan,

e pengelolaan air imbah,

I pengelolaan persampahan, dan
g Proteks: Kebakaran

(2) Pengawasan dan pengendaban kesesualan terhadap standar teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan

perumahan dan permukiman

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar tekms

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamm

a

terpenuhinya sistem pelayanan vang dibangun sesuar ketentuan
standar teknis yang berlaku,

terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi vang dibangun sesua
ketentuan standar teknis vang berlaku, dan

terpenuhinya kualitas bahan atau matenal yang digunakan serta
kualtas pelayanan vang diberikan sesuai ketentuan standar tekmis

vang berlaku

Pa=zal 19

(1} Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungst

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayart (1) huruf ¢ dilakukan terhadap

a
b
C

d

bangunan,

jalan hngkungan,

penvediaan air minum,
dramnase hingkungan,
pengelolaan air imbah,
pengelolaan persampahan, dan
Froteks1 Kebakaran



(2) Pengawasan dan pengendalian kesesualan terhadap kelayakan (dirubah
menjadi kelaikan) fungs1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada tahap pemanfaatan perumahan dan permulkiman
(3] Pengawasan dan pengendaban kesesualan terhadap kelayakan fungs:
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dilakukan untuk menjamn
a kondis1 sistem pelayvanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta
kualitas bahan atau material vang digunakan masih sesuai dengan
kebutuhan fungsionalnyva masing-masing,

b kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas
umum dalam perumahan dan permulaman, dan

¢ kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas

umum tidak mengurang keberfungsiannya masing-masing

Pasal 20
Pengawasan dan pengendahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal
18, dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21
Pengawasan dan pengendahan terhadap {umbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukmman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara
a pemantauan,
b  evaluasi, dan

c pelapouran

Pasal 22

(1} Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a merupakan kegiatan pengamatan vang dilakukan secara
a langsung, dan/atau
b tidak langsung

{2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dilaksanakan olch
Pemerintah Daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan melalun pengamatan lapangan pada lokasi yang dundikas:
berpotens: menjadi kumuh
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan

a data dan informasi mengenal lokas: kumuh vang ditangam, dan

b pengaduan masvarakat maupun media massa

Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala maupun sesual kebutuhan

Pasgal 23

Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan
obyektif terhadap hasil pemantauan

Evaluasi1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
pemenntah daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

Pemerntah Daerah dapat dibantu oleh ahh vang memiliki pengalaman dan
pengetahuan memada: dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didakukan dengan menilai
kesesuaian perurmnahan dan permulkiman terhadap

a penzman pada tahap perencanaan,

b standar teknis pada tahap pembangunan, dan/atau

¢ kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertar dengan
rekomendas: pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh

dan permukiman kumuh baru

Pasal 24

Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf ¢ merupakan kepatan penyampaian hasil
pemantauan dan evaluas: ;

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh
pemernintah daerah dengan melhbatkan peran masyarakat

Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memilila pengalaman dan
pengetahuan memadar dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh



(4} Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dygadikan dasar bagi Pemermtah Daerah untuk melaksanakan
upava pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan

(5} Laporan hasil pemantauan dan evaluasi schagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat

Bagian ketiga
Pemberdayaan Masvarakat
Paragraf 1
Umum

Pasal 25
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan idang perumahan dan kawasan
permulaman melalun

a pendampingan, dan
b pelayanan informasi

Paragraf 2
Pendampingan
Pasal 26
(1) Pendampingan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 25 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasihitasi
pembentukan dan fasihitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya
masyarakat
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
pelavanan kepada masyarakat dalam bentuk
a penyuluhan,
b pembimbingan, dan
¢ bantuan tekms
Pasgal 27
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2] huruf a
merupakan kegatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
(2) Penvuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosiahas:
dan diseminasi
(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat menggunakan alat

bantu dan/atau alat peraga
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Pasal 28

{1) Pembimbmgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2) huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petumjuk atau penjelasan
mengenal cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan akbivitas tertentu
terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permulaoman kumuh

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
a pembhimbingan kepada kelompok masyarakat,
b  pembimbingan kepada masyarakat perorangan, dan
¢ pemmbimgan kepada dunia usaha

Pasal 29
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 avat (2] huruf ¢
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat tekms
berupa
a fisik, dan
b non-fisik
(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mehputi
a fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan,
b fasihitas: pemehharaan, dan/atau perbaikan jalan hingkungan,
famlitas1 pemehharaan, dan/atau perbaikan dramnase lingkungan,
d fasilitasi pemeltharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
minum,
e fasilitasi pemelbharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air
hmbah, dan/atau
f fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan
(3) Bantuan tekrus dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) huruf b mehput:
a fasihitas: penyusunan perencanaan,
b fasilitas penguatan kapasitas kelembagaan,
¢ fasihitas1 pengembangan alternatif pembiayaan, dan/atau

d fasilitas: persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta

B



Pasal 30

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan

ketentuan tata cara sebagai benkut

a pendampingan dilaksanakan oleh Pemerntah Daerah melalun Dinas
Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara,

b pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru,

¢ pendampingan dilaksanakan dengan mehbatkan ahli, akadems: dan/atau
tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadan
dalam hal pencegahan dan perungkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permulkiman kumuh,

d pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan
permukiman yang membutuhkan pendampingan,

e pendampmgan dilaksanakan dengan terlebh dahulu mempelajan
pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi vang telah dibuat baik secara
berkala maupun sesua1 kebutuhan atau insidental, dan

f pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan

alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya

Paragraf 3
Pelayanan Informas:
Pasal 31

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk
pembenitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh

(2) Pelayanan informas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mehputi
a rencana tata ruang,

penataan bangunan dan hingkungan,

perizinan, dan

standar perumahan dan permukiman

a o o

Pasal 32
(1) Pelavanan informast sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan
Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat
(2) Pemerintah Daerah menyvampaikan mformasi melalul media elektromk

dan/atau cetak dengan menggunakan bahasa vang mudah dipaham
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BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33
(1) Penungkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh didahulu: dengan penctapan lokas: dan perencanaan penanganan

(2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditindaklanjuti degan pengelolaan
untuk mempertahankan dan memaga kualitas perumahan dan

permukiman secara berkelanjutan

Bagian Kedua
Penetapan Lokam
Paragraf 1
Umum
Pasal 34

(1) Penetapan lokast dilakukan pada kawasan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 Ha ({sepuluh hektar) yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

(2} Pemenntah Daerah dapat memberikan masukan dalam penetapan kawasan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 Ha
vang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provins:

(3} Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wanb didahulw proses pendataan yang dilakukan
oleh Pemerimntah Daerah dengan mehbatkan peran masyarakat

(4) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput: proses
a dentilikas lokas:, dan
b penilaian lokas

(5) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemenntah Daerah dalam bentuk
Keputusan Bupati berdasarkan hasil perulaian lokast

(6) Penetapan  lokasi ditindaklamjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permulaman kumuh yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat
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Pasal 35
Identifikas: lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a,
mehiput: identifikas: terhadap

satuan perumahan dan permuloman,
kondis1 kekumuhan,

legalitas lahan, dan

pertimbangan lamn

&0 g p

Pasal 36

(1) Idenufikast satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau
lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadava dan
set1ap lokas: dalam suatu wilayah Kabupaten

(2} Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permulkiman formal dilakukan dengan
pendekatan fungsional melalul identifikas: delimiast

(3} Penentuan satuan perumahan dan permulkiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan
dengan pendekatan administratif

(4) Penentuan satuan perumahan swadayva sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan pendekatan admmmstratif pada tingkat rukun
warga/lingkungan

(5} Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada avat

(3] dilakukan dengan pendekatan admimistratif pada tingkat kelurahan

Pasal 37

(1) Identifikas1 kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada
suatu perumahan dan permulaman dengan menemukan dan mengcnali
permasalahan  kondist  bangunan beserta sarana dan prasarana
pendukungnya

(2) Identifikas1 kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan knteria perumahan kumuh dan permuliman

kumuh

Pasal 38
(1) ldentifikast legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c
merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan
pada setiap lokas: perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebaga

dasar yang menentukan bentuk penanganan
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(2) Identifikas: legaliias lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputs
aspek
a kejelasan status penguasaan lahan, dan
b kesesuaian dengan rencana tata ruang

(3) Keyelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada avat (2}

huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa

a kepermbkan sendir, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lamnya vang sah, atau

b kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulavat), dengan bukt 1zin
pemanfaatan tanah dar pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan pengguna tanah

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] hurul b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lzhan dalam

rencana tata ruang

Pasal 39

(1) [dentifikas1 pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat
non fistk untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh

(2} Identifikas1 pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput aspek
a mlal strategis lokas,
b kependudukan, dan
c kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

(3) Nilax  strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a
merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada
a fungsi strategis Kabupaten, atau
b bukan fungs: trategis Kabupaten

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b merupakan
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau
permukiman dengan klasifikas: :

a rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 nwa/ha,

b sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 — 200 jiwa /ha,
¢ unge yaitu kepadatan penduduk antara 201 — 400 jijwa/ha, dan
d sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 nwa/ha,
(3) Kondist sosial, ekonomi, dan budava sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ merupakan pertimbangan potensi yvang dimilika lokas: perumahan

atau permukiman berupa



a potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung
pembangunan,
b potens: ekonomu yaitu adanya kematan ekonom tertentu yang bersifat
strategis bag masyarakat setempat, dan
¢ potensi budaya vaitu adanya kegatan atau warnsan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat
Pasal 40
(1) Prosedur pendataan identifikas: lokas: perumahan kurauh dan permukiman
kumuh sebagamimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, dilakukan
oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permuliman Kabupaten Tapanuh
Utara
(2] Prosedur pendataan sebagmimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokas: vang terindikas: sebagai
perumahan kumuh dan permulaman kumuh
{3} Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada avat
(1), pemerintah daerah menylapkan format 1sian dan prosedur pendataan
wdentifikasi lokas: perumahan kumuh dan permukiman kumuh
(4) Format 1sian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah 1

Pasal 41
(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {4} huruf b
dilakukan untuk menlar hasil identifikas: lokas: vang telah dilakukan
terhadap aspek

a kondisi kekumuhan,
b legalitas lahan, dan
¢ pertimbangan lamn
(2) Pemilmian  lokas: berdasarkan aspek kondisi kekumuhan schagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdinn atas klasifikas:

a kumuh kategon ringan,
b kumuh kategon sedang, dan
¢ kumuh kategor: berat
(3) Penilaian lokas: berdasarkan aspek legalhtas lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdin atas klasifikas:
a status lahan legal, dan
b status lahan tidak legal
(4) Pemlalan berdasarkan aspek pertimbangan lam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ terdin atas
a pertimbangan lain kategon rendah,
b pertimbangan lain kategon sedang, dan

¢ pertimbangan lain kategor: tingg
i i



(2] Formulas penlaian lokas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II vang merupakan bagian fidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah im

Paragraf 2
Ketentuan Penetapan Lokas
Pasal 42
(1) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (1)
berdasarkan kondis: kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan upologi
digunakan sebaga1 pertimbangan dalam menentukan pola penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
{2) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayvat {1]
herdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan

prioritas penanganan

Pasal 43

(1) Penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayvat (3) dilengkam
dengan
a tabel daftar lokast perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan
b peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh

(2} Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bensi data
terkait nama lokasi, luas, hingkup admuustratf, ttik koordinat, kondisi
kekumuhan, status lahan dan prionitas penanganan untuk setiap lokas:
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan

(3) Prioritas penanganan sebageimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan
hasil penilaian aspek pertimbangan lamn

(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dar1 Peraturan Daerah 1

Pasal 44

(1) Penetapan lokas1 sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat {3) dilakukan
peninjauan ulang paling sedikat 1 (satu) kalh dalam 5 {ima) tahun

(2} Pemimjauan ulang sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk mengetahu pengurangan jumlah lokas: dan/atau
luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dan
penanganan yang telah dilakukan

(3) Penmimjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalu

proses pendataan



(4) Hasil peminjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupat:

Pasal 45
(1) Perencanaan penanganan sebagammana dimaksud dalam Pasal 34 avat (6)
dilakukan melalui tahap

persiapan,
survet,

penyusunan data dan fakta,

analisis,

penyusunan kensep penanganan, dan

penyusunan rencana penanganan

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BT R = N ¢ B 1+

huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/atau jangka panjang heserta pembiayaannya
(3)Ketentuan lebrh lanjul mengenai rencana penanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga
Penanganan
Paragraf 1
Umum
Pasal 46
(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaan aspek kondis:
kekumuhan dan aspek legalitas lahan
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan
dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
{3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
a pemugaran,
b  peremajaan, dan
¢ pemukiman kembah
(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
pemermtah pusat dan pemenntah daerah sesuai dengan kewenangannya

dengan melibatkan peran masyarakat

Pasal 47
Pola penanganan sebagaimana dimasud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan
ketentuan
a dalam hal lokasi memiliki klasifikast kekumuhan berat dengan status

lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaarn,
-24.
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b dalam hal lokasi memiliki klasifikas1 kekumuhan berat dengan status
lahan 1legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali,

¢ dalam hal lokas1 memiliki klasifikas: kekumuhan sedang dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan,
dan

d dalam hal lokasi memilika klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan 1legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemulkiman
kembal1

Pasal 48

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan

mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

diatur dengan ketentuan

a dalam hal Iokas1 termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di atas air, maka penanganan vang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta
kelestaran air,

b dalam hal lokasi termasuk dalam tipologt perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di tepr air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karaktenstik dava dukung tanah tep1 air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah, dan

¢ dalam hal lokast termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permulkiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik kelerengan, dayva dukung tanah, jenis

tanah serta kelestanan tanah

Paragraf 2
Pemugaran
Pasal 49
(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) hurufl a
dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembalh perumahan
dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman vang layak hum
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan
perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utihtas umum untuk
mengembalikan fungs!: sebagaimana semula
(3} Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan melalui tahap

a pra konstruksi,
b lkonstruksi, dan
¢ pasca konstruks
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Pasal 50
{1) Pemugaran pada tahap pra konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (3) huruf a mehiput
a dentifikasi permasalahan dan kapan kebutuhan pemugaran,
b sosiahsasit dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,
¢ pendataan masyarakat terdampak,
d penyusunan rencana pemugaran, dan
e musyawarah untuk penyepakatan
(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
avat {3) huruf b meliputs

a proses pelaksanaan konstruksi, dan
b pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruksi
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (3) huruf ¢ mehputa

a pemanfaatan, dan
b pemeliharaan dan perbaikan

Paragraf 3
Peremajaan
Pasal 51
(1} Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b
dilakukan untuk mewuwudkan kondist rumah, perumahan, dan
permukiman yvang lebih bark guna mehndung! keselamatan dan keamanan
penghum dan masvarakat sekitar
(2} Peremajaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalu
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumabh,
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum
(3} Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan
terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagl masyarakal
terdampak
(4] Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan melalu tahap

a pra konstruksi,
b  konstruksi, dan
¢ pasca konstruks

Pasal 52
(1) Peremajaan pada tahap pra konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal
51 avat (4) huruf a mehputs

a 1dentifikas: permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan,

b penghuman sementara untuk masyvarakat terdampak,
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sosilalisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,

o

d pendataan masyarakat terdampak,
€ penyusunan rencana peremajaan, dan
f  musyawarah dan diskus: penyepakatan
(2) Peremajaan pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayvat (4) huruf b meliput:
a proses ganti rugl bagm masyvarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan,
b penghuman sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain,
c proses pelaksanaan konstruks: peremajaan pada lokas: permulkiman
eksisting,
d pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruks: peremajaan, dan
¢ proses penghuman kembah masyarakat terdampak
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 avat (4] huruf ¢ melputs
a pemanfaatan, dan

b pemehharaan dan perbaikan

Paragraf 4
Pemulaman Kembali
Pasal 53
(1} Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat {3) huruf
¢ dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan. dan
permukiman yang lebih batk guna melindung keselamatan dan keamanan
penghum dan masyarakat
(2) Pernukiman kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
melalui tahap

a pra konstruksi,
b konstruks), dan
¢ pasca konstruks:

Pasal 54 :
(1) Pemukiman kembah pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (2] huruf a mehput
a kapan pemanfaatan ruang dan/atau kajian legahtas lahan,
b penghuman sementara untuk masvarakat di  perumahan dan
permukiman kumuh pada lokas: rawan bencana,
sosialisast dan rembuk warga pada masyarakat terdampak,

d pendataan masyarakat terdampak,
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€ penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembal,
dan
f  musyawarah dan diskus1 penyepakatan
(2} Pemukiman kembali pada tahap konstruks: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (2) huruf b meliput:
a proses gantt rugl bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan,
b proses legahsasi lahan pada lokas: pemukiman baru,
c proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan
permukiman baru,
d pemantauan dan evaluas: pelaksanaan konstruks: pemukiman kembal,
e proses penghuman kembalh masyarakat terdampak, dan
f proses pembongkaran pada lokas: pemukiman eksisting
(3] Pemukiman kembah pada tahap pasca konstruks: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 avat {2) huruf ¢ melhput:
a pemanfaatan, dan

b pemeliharaan dan perbaikan

Bagian Keempat
Pengelolaan
Paragral 1
Umum
Pasal 55
(1} Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permulkiman kumuh yang
telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1} dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya
{3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadava sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya magyarakat
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pemeliharaan dan perbaikan
(5) Pengelolaan dapat difasihitas: oleh pemermtah daerah untuk meningkatkan
keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman

layvak hum
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{6} Fasilitas: sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk

a penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria,

b pemberian bimbingan, pelatthan/penyuluhan, supervisi, dan
konsultas:,
pembenan kemudahan dan/atau bantuan,

d koordinasi antar pemangku kepentmngan secara periodik atau sesuai
kebutluhan,

e pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman, dan/atau

f pengembangan sistemn informasi dan komumkas:

Paragraf 2
Pemehharaan
Pasal 56
(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4] dilakukan melalu
perawatan dan pemeriksaan secara berkala
(2] Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayart (1) wajib dilakukan
oleh setiap orang
(3) Pemehharaan prasarana, sarana, dan utiitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wanb dilakukan olch Pemerintah Daerah dan/atau setiap
orang
(4} Pemeltharaan sarana dan utiitas umum untuk hngkungan human wanb
dilakukan oleh Pemenntah Pusat, Pemermtah Daerah, dan/atau badan
hukum
(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wanb dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum

Paragraf 3
Perbaikan
Pasal 57
(1} Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalul rehabilitas) atau
pemugaran
{2} Perbaikan rumah wapb dilakukan oleh setiap orang
{3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan
permukiman wajb dilakukan oleh Pemerntah Daerah dan/atau setiap

orang
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(4) Perbatkan sarana dan utihtas umum untuk hngkungan hunian wanb
dilakukan oleh Pemermtah Pusat, Pemenntah Daerah, dan/atau setiap
orang

(5) Perbaitkan prasarana untuk kawasan permukiman wapb dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH
Pasal 58
(1) Pemermntah Daerah sesuar dengan kewenangannya bertanggung jawab atas
penyediaan tanah dalam rangka pemingkatan kuabtas perumahan kumuh
dan kawasan permukiman kumuh
(2] Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilavah merupakan langgung

}awab Pemerintah Daerah

Pasal 59
(1) Penyediaan tanah untuk penmgkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan
melalu
a pembenan hak atas tanah terhadap tanah vang langsung dikuasa:

negara,

b konsohdasi tanah oleh permihk tanah,

¢ peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemlik tanah,

d pemanfaatan dan permndahtanganan tanah barang mibk negara atau
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan /atau

& pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar

(3] Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) dilaksanakan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIl
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN
Pasal 60
(1] Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiavaan
pencegahan dan pemngkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
(2] Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung

jawab Pemerintah Daerah
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(3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dan
a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
b sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
(4} Ketentuan lebih lanjut mengenar tata cara pendanaan dimaksudkan untuk
menjamin kemudahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIl
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH NDAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61
(1) Pencegahan dan pemngkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajb dilakukan oleh Pemerintah Daerah
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pemernntah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemenntah Provins:

Bagian Kedua
Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 62
(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki
tugas

a merumuskan kebyakan dan strategi serta rencana pembangunan kota
terkail pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh,

b melakukan surver dan pendataan skala mengenal lokas: perumahan
kumuh dan permukiman kumuh,

¢ melakukan pemberdayaan masyarakat, _

d melakukan pembangunan kawasan permulaman serta sarana dan
prasarana dalam wupaya pencegahan dan peningkatan kuahtas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh,

¢ melakukan pembangunan rumah dan perumahan vang layak hum bagm
masyarakat, khususnya masvarakat miskm dan masyarakat

berpenghasilan rendah,
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f membenkan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masvarakat
miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah,

g melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di
bidang perumahan dan permukiman, serta

h  melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan
pemingkatan kuahtas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

(2) Pelaksanaan fungs: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
perangkar daerah sesual kewenangannya

(3) Pemermtah daerah melakukan koordmasi dan sinkronisasi program antar
perangkat daerah

(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud
pada ayvat (3) dilakukan oleh tim koordinas yvang ditetapkan dengan
Keputusan Bupat

Bagian Ketiga
kewapban Pemerintah Daerah
Pasal 63

{1) Kewanban Pemenntah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap
a pengawasan dan pengendalan, dan
b pemberdayaan masvarakat

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputy

a melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
penzinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman,

b melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman,
dan

¢ melaksanakan pengawasan dan pengendahan terhadap kesesuaian
kelaikan fungs: pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman

(3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mehput:

a memberkan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran dan partisipas1 dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
melalu penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis, dan

b memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai
rencana tata ruang, penzinan dan standar tekms perumahan dan
permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upava pencegahan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh
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Pasal b4

(1} Kewajlban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permuliman kumuh dilakukan pada tahap

a penetapan lokasi,

b penanganan, dan

G

pengelolaan

(<) Kewaniban Pemenntah Daerah pada tahap penetapan lokas: schagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf a mehputy

a

melakukan identifikas: lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalu survel lapangan dengan mehbatkan peran masyarakat,

melakukan penilaian lokast perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sesuai kritena yvang telah ditentukan,

melakukan penetapan lokast perumahan kumuh dan permukiman
kumuh melalui keputusan kepala daerah, dan

melakukan penimjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun

{3) Kewapban Pemernntah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mehput:

a

melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permulkaman kumuh,

melakukan sosialisasi dan konsultast publk hasil perencanaan
penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
dan

melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh melalun pola-pola  pemugaran, peremajaan,

dan/atau pemukiman kembal

(4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ meliputi

£

melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan,

membenkan fasilitas1 dalam upaya pembentukan kelompok swadaya
masvarakat, dan

memberikan fasihitast dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya

pemelitharaan dan perbaikan
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Bagian Keempat
Pola Koordinasi
Pasal 65
{1} Pemernntah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewapbannya,
melakukan koordinasi dengan pemenntah pusat dan pemerntah provins
{2) Koordinas: yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dmmaksud
pada ayvat (1) meliputs

a melakukan smkromsas: kebyakan dan strateg kabupaten dalam
pencegahan dan peningkatan kuahtas terhadap perumahan kumuh dan
permulaman kumuh dengan kebjjakan dan strategi provins: dan
nasional,

b melakukan penyvampaian hasl penetapan lokas: perumahan kumuh
dan permulaoman kumuh kepada pemenntah provins: dan pemermtah
pusat,

¢ melakukan sinkromisas: rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana
pembangunan proving dan nasional, dan

d membenkan permohonan fasibtasy dan bantuan lekms dalam bentuk
pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan
peningkatan kuahtas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh

BAB IX
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARTFAN LOKAL
Bagian Kesatu
Pola Kemitraan
Pasal 66
(1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan
dalam upaya peningkatan kuahlas terhadap perumahan kumuh dan
permulkiman kumuh yaitu
a kemitraan antara Pemerntah Daerah dengan Badan Usaha Milik
Negara, Daerah, atau Swasta, dan
b kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat
{2) Kemtraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha negara, daerah,
atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dikembanglkan melalui
a perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosal

perusahaan, dan
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b perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permulaman kumuh

(3) Kermitraan antara Pemerintah Daerah dengan masyvarakat sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalu pemingkatan
peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Bagian Kedua
Peran Masyarakat
Paragraf 1
Peran Masyvarakat Dalam Pencegahan

Pasal 67
Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkemban gnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap
a pengawasan dan pengendalian, dan

b pemberdayaan masvarakat

Pasal 68

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan dalam bentuk

a Dberpartisipasi akul menjaga kesesualan perizinan dann  bangunan,
perumahan dan permuliman pada tahap perencanaan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalhan
kesesuaian penzinan dan  perencanaan bangunan, perumahan dan
permukiman di hngkungannya,

b  berpartisipasi aktbf menjaga kesesuaian standar tekms dar bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendahan
kesesualan standar tekms dar pembangunan bangunan, perumahan dan
permukiman di ingkungannya, dan

¢ berpartisipast aktif menjaga kesesualan kelaikan fungs: dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
membantu Pemenntah Daecrah dalam pengawasan dan pengendahan
kesesualan kelaikan fungs: dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan

permukiman di lingkungannva
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Pasal A9

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan dalam bentuk

a

berpartisipasi aktif dalam berbaga kegiatan penyuluhan, pembimbingan,
dan/atau bantuan tekmis yang dilakukan oleh pemermmtah pusat,
pemerintah provinst dan/atau Pemenntah Daerah untuk memngkatkan
kesadaran dan partisipas: dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan

memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informas: yvang diberikan
oleh Pemenntah Pusat, Pemerintah Provins: dan/atau Pemerintah Daerah
mengenal rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan
dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upayva pencegahan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas
Pasal 70

Peran masyarakat dalam pemingkatan kualitas terhadap perumahan kumuh

dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap

a

penetapan lokast dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permulaman kumuh,

penmgkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, dan

pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pasal 71

(1) Dalam penetapan lokas: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,

masyarakat dapat

a berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan
permulaman kumuh, dengan mengikuti survel lapangan dan/ atau
memberikan data dan informast yang dibutuhkan sesua dengan
ketentuan yang berlaku, dan

b berpartisipast dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan
lokast perumahan kumuh dan permukman kumuh dengan dasar
perimbangan berupa dokumen atau data dan mformas: terkait yang

telah dibenkan saat proses pendataan
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(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a,

masyarakat dapat

= |

berpartisipast aktif dalam pembahasan vang dilaksanakan pada
tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerntah Daerah,
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instans: yang
berwenang dalam penvusunan rencana penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh,

memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokas:
terkait sesuai dengan kewenangannya, dan/atau

menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasi penetapan
rcncana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan
informast terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan

rencana

Pasal 72

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

huruf b, dapat dilakukan dalam proses

a

by

pemugaran atau peremajaan, dan

pemukiman kembals,

(2] Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, masyarakat dapat

ot

berpartisipasi aktif dalam sosiabsasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak,

berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskus: penyepakatan
rencana pemugaran dan peremajaan,

berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran <an peremajaan, baik
berupa dana, tenaga maupun materal,

membantu pemenntah daerah dalam upaya penyediaan lahan vang
berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah,
prasarana, sarana, dan/atau utihtas umum,

membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan
peremajaan,

mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalang: proses

pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, dan Jatau
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g melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada
mstansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat

berjalan lancar

(3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf b, masyarakat dapat

a berpartisipasi akuf dalam sosialisasi dan rembuk warga pada
masyarakat vang terdampak,

b berpartisipasi aktf dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana permukiman kembali,

¢ membantu pemernntah daerah dalam penyediaan lahan  yang
dibutuhkan untuk proses pemukiman kembals,

d membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman
kembal,

e berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembah, baik berupa
dana, tenaga maupun material,

i mencegah perbuatan vang dapat menghambat atau menghalang proses
pelaksanaan pemukiman kembal, dan/atau

g melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada
instansi berwenang agar proses pemukiman kembal dapat berjalan

lancar

Pasal 73

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

sehagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 70 huruf ¢, masyarakat dapat

a

berpartisipas: aktif pada berbagar program Pemerintah Daerah dalam
pemebharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah tertangan,

berpartisipas: aktif secara swadaya dan/atau dalam keclompok swadaya
masyarakat pada upayva pemebharaan dan perbaitkan baik berupa dana,
tenaga maupun matenal,

menjaga ketertiban dalam pemehharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana,.sarana, dan unlitas umum d: perumahén dan permukiman,
mencegah perbuatan vang dapat menghambat atau menghalang: proses
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan, dan/atau

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada
mstansi berwenang agar proses pemchharaan dan perbaikan dapat berjalan

lancar
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Paragraf 3
Kelompok Swadaya Masyarakat
Pasal 74
{1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk
mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permulaman kumuh
(2) Kelompok swadaya masvarakat dibentuk oleh masvarakat secara swadava
atau atas prakarsa Pemerintah Daerah
{3} Pembentukan sebagaimana dimaksud pada avat (2) tidak perlu dilakukan
dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masvarakat yang sejemis
(4) Pembentukan kelompok swadava masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} disesuarikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal
Pasal 75
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di1 Daerah
perlu dilakukan dengan mempertimbangkan Keanfan Lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan

BAB [X
PERSYARATAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 76
(1} Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus
memenuli persyaratan teknis, admmstratf, tata ruang, dan ekologs
(2] Perencanaan prasarana, sarana, dan utihtas umum harus memenuh:
persyaratan adnmimistranf, teknis, dan ekologis
(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utiitas umum dapat dilakukan oleh

setiap orang

Pasal 77
(1} Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permulkiman harus dilakukan
sesual dengan rencana tata ruang wilayah
(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utiitas umum wapb dilakukan
sesual dengan rencana, rancangan, dan pernzinan
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(3} Pembangunan prasarana, sarana, dan utiitas umum perumahan dan/atau
permuliman harus memenuhi persyaratan
a kesesualan antara kapasitas pelayanan dan jumlah human,
b keterpaduan antara prasarana, sarana, dan uthtas umum dan
Imgkungan human, dan
¢ ketentuan tekms pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum
(4) Prasarana, sarana, dan utibtas umum yang telah selesai dibangun oleh
setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 78
(1) Penyelenggaraan kawasan permulkiman dilaksanakan melalui tahapan
a perencanaarn,
b pembangunan,
¢ pemanfaatan, dan
d pengendahan
(2] Penvelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana Pasal 78 ayat (1)
harus mernatubln rencana dan 1z sesual dengan peraturan perundang-

undangan

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 79
(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang
tidak sesual dengan kntera, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana,
dan utibtas umum vang dipenanjikan
(2) Setiap orang dilarang membangun perumahan danj/atan permukiman di
luar kawasan vang khusus diperuntukkan bagm perurmahan dan
permukiman
(3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukunan di
tempat yang berpotens: menimbulkan bahaya bagi barang dan/atau orang
(4) Setiap orang dilarang menolak artau  menghalang-halangt kegiatan
pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setelah
terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat
(5) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas

umum di luar fungsinya
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(6) Badan hukum yang belum menyelesatkan status hak atas tanah Iingkungan
humian atau lhingkungan siap bangun, dilarang menjual satuan
permukiman

(7) Orang perseorangan dilarang memban gun hngkungan siap bangun

(8) Badan hukum yang membangun hngkungan siap bangun dilarang menjual

kaveling tanah matang tanpa rumah

BAB X
Sanks Adminmistratif
Pasal 80
(1} Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan
permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 dikenai sanks! administratif

(2) Sankst admimistratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa

a peringatan tertuhs,

b pembatasan kegiatan pembangunan,

¢ penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan
pembangunan,

d penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
perumahan atau permukiman,

€ Ppenguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel),

f  kewapban membongkar sendin bangunan dalam jangka waktu
tertentil,

g pembatasan kegiatan usaha,

h  pembekuan 1zin mendirikan bangunan,

1 pencabutan 1zin mendirkan bangunan,

] pembekuan/pencabutan surat bukti kepermilikan rumah,

k  pernntah pembongkaran bangunan rumabh,

I pembekuan 1zin usaha,

m pencabutan 1zin usaha,

n  pembatalan 1zin,

kewajiban pemulithan fungs: lahan dalam jangka waktu tertentu,

pencabutan insentif,

=3 o

pengenaan denda admimistratif, dan/atau
1 penutupan lokasi

(3) Pengenaan sanksi admimstratif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan

permulaman
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BAB X1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 81
(1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, vang tidak
membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesitikasi, persyaratan,
prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanpkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dipidana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
(2) Selamn pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dyatuln
pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan
kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum

vang diperjanjikan

Pasal 82

(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau
permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2], dipidana
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan

(2} Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selamn pidana
perjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dyatuhkan
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)

kali dan pidana denda terhadap orang

Pasal 83

(1) Setiap orang vang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau
permukiman di tempat yang berpotens: dapat memimbulkan bahaya bagi
barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3)
dipidana dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman

(2] Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana
penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dyatuhkan
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (hga)
kali dan pidana denda terhadap orang
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Pasal 84
Setiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halang: kegiatan
pemukiman kembah rumah, perumahan, atau permukiman vang telah
ditetapkan oleh Pemenntah atau Pemerintah Daerah setelah terjada
kesepakatan dengan masyarakat setempat sebagsimana dimaksud dalam Pasal
79 ayat (4), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

Pasal 85

Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utihtas
umum di luar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5],

diprdana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86
(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahun terjadi

suatu  peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam
penyvelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
laporan kejadian

(2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman schagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakukan oleh

penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
KETENTUAN PEREALIHAN
Pasal 87
(1) Pada saat Peraturan Daerah m mulai berlaku, semua ketentuan dan/atau
dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelym
Peraturan Daerah 1m ditetapkan, selama masih sesual dengan Peraturan
Daerah i1 dinyatakan tetap berlaku ;
(2) Pada saat Peraturan Daerah 11 mulai berlaku, semua ketentuan dan Jatau
dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum
Peraturan Dacrah 1 ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak

sesual dengan Peraturan Daerah i harus disesuaikan
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88
Peraturan Daerah i mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar seniap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan

Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuh Utara
Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal "4- oL - 20722
BUPATI TAPANULI UTARA,
Dto,-
NIKSON NABABAN

Tarutung
N F e - )
ABUPATEN TAPANULI UTARA,

Diundangkan
Pada tanggal
SEKRETARIS QAERAH

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR_ 52
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI

SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (2-47/2022)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAL KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I UMUM

Vis1 pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Utara tahun
2019-2024 adalah “Kabupaten Tapanull Utara sebaga: Lumbung Pangan dan
Lumbung Sumberdava Manusia yvang DBerkualitas serta Daerah Twuan
Wisata”, untuk mewujudkan wisi pembangunan di atas ditempuh melalu: mis
pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kabupaten yang
maju berdasarkan telkmologi dan standar teknis yang ramah lingkungan,
membangun dan mengembangkan perumahan permukiman yvang sehat dan
terjangkau dengan memummalkan potensi dampak negauf terhadap
lingkungan, meningkatkan kermitraan dan partisipast masyarakat dalam
penyediaan kebutuhan infrastruktur kabupatcn dengan tetap
mempertahankan aspek — aspek pemeliharaan dan pelestaman lingkungan,
meningkatkan 1khm penanaman modal dan bisnis yvang kondusif dengan tetap
memelihara, melestarikan dan menmgkatkan kualitas Imgkungan hdup
khususnya sumberdayva alam vang cimulkn Kabupaten Tapanuh Utara telah
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di
seluruh bidang kegiatan Balk dalam bhidang mmdustn, jasa, permukiman,
pendidikan, perdagangan maupun transportas: Seiring dengan perkembangan
Kabupaten Tapanuli Utara, maka terjadi peningkatan area terbangun (bualt up
area) Perubahan i menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan
kepadatan permukiman Dengan adanyva penmgkatan kepadatan penduduk
dan kepadatan permukiman maka hal 11 dapat mengalkibatkan timbulnya
perumahan dan permukiman kumuh, oleh karena 1tu perlu adanya
pengaturan agar hal im dapat dicegah

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan, Permukiman dan Kawasan Kumuh merupakan peraturan daerah
pelaksana dar1 Undang-undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan , permukiman dan Kawasan kumuh menjads
salah satu aspek penting vang pengaturannya diatur di dalamnya Adanya
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kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Tapanuh Utara
membutuhkan adanya penanganan tersendinn agar dapat dilakukan
pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan penmngkatan kualitas
terhadap kawasan kumuh vang telah ada melalu1 3 macam penanganan
pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali

Agar upaya pencegahan dan pemingkatan kualtas terhadap perumahan ,
permukiman dan Kawasan kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka
perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan ,Permukiman dan Kawasan
Kumuh Peraturan dacrah im1 mengupayakan peran serta masyarakat vang
lebth aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasihitasi
Pemenintah Kabupaten Tapanuli Utara Atas dasar hal- hal tersebut dan demi
kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan ,Permukiman dan Kawasan

Kumuh

II PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Culkup jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas-
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11
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Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup Jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Avat (1)
Cukup Jelas
Avat (2)
Pelaporan - Pelaporan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan mehbatkan peran masyarakat, vaitu Polga PKFP, RKPKP
(SKPD}, akademis1 dan pemerhat kota
Peran masyarakat dilakukan melalu: LKM (Lembaga Keswadavaan
Masyarakat) ditingkat Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat
untuk pelaksanaan program-program PNPM Mandir1 Perkotaan
yang sekarang program KOTAKU
Pasal 25
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Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27

Cukup Jelas
Pasal 28

Cukup Jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33

Cukup Jelas
Pasal 34

Cukup Jelas
Pasal 35

Cukup Jelas
Pasal 36

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 38

Cukup Jelas
Pasal 39

Cukup Jelas
Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41

Cukup Jelas
Pasal 42

Cukup Jelas
Pasal 43

Cukup Jelas
Pasal 44
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Cukup Jelas
Pasal 45

Culup Jelas
Pasal 46

Culkup Jelas
Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 37

Cukup Jelas
Pasal 58

Cukup Jelas
Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63
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Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas
Pasal 71

Cukup Jelas
Pasal 72

Cukup Jelas
Pasal 73

Cukup Jelas
Pasal 74

Cukup Jelas
Pasal 75

Cukup Jelas
Pasal 76

Cukup Jelas
Pasal 77

Cukup Jelas
Pasal 78

Cukup Jelas
Pasal 79

Cukup Jelas
Pasal B0

Cukup Jelas
Pasal 81

Cukup Jelas
Pasal 82
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Cukup Jelas
Pasal 83

Cukup Jelas
Pasal 84

Cukup Jelas
Pasal 85

Cukup Jelas
Pasal 86

Cukup Jelas
Pasal 87

Cukup Jelas
Pasal 88

Cukup Jelas
Pasal 89

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN
2022 NOMOR __



LAMPIRAN [ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2022
TANGGAL 2022
TENTANG PENCEGAIIAN DAN PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAF PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUTMUIT

FORMAT ISTAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFTKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

11 FORMAT ISIAN

A DATA SURVEYOR '

Nama Surveyor

Jﬂ.béitarl

Alamat
No Telp

Hari/Tanggal Surve:

B DATA RESPONDEN

Mama Responden

Jabatan

Alamat

Na Telp

Han/Tanggal Pengisian
C DATA UMUM LOKAS]
Nama Lokas:

Luas Area

' Koordmat
Demografis
Jumlah Jiwa
Jumlah Laki-Lak

Jumlah Perempuan
Jumlah Keluarga

Admimistratif
BwW
Kelurahan

Kecamatan

_52 :



Kabupaten

Provinsi

Permasalahan
| Potens:
' Tipolog:
| Peta Lokas:

- D KONDISI BANGUNAN
1 Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian | 76% - 100% ban gunan pacia lokas1 tidak _I |
bentuk, besaran, mermlila keteraturan !
| perletakan dan | [519% - 75% bangunan pada lokas: ndak |
tampmlan memilhk keteraturan
bangunan [ ' g
25% - 50% bangunan pada lokas! tidak |
dengan arahan !
memlila keteraturan
RDTR
Kesesualan tata | 76% - I{]D%'Ea_ngunan pada lokas hdak
bangunan dan memliki keteraturan
tata kualitas 519 - 75% bangunan pada lokas: tidak
i ingkungan mermliki keteraturan
dengan arahan [ 25% - 50% bangunan pada lokas: tidak
' RTBL memnilik keteraturan

Mohon dapat dllamﬁu-ka_n 1 foto yang memperlihatkan ketidak- |

teraturan bangunan pada lokasi

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi

rujukan penataan bangunan




2 Tingkat Kepadatan Eanguﬁaﬁ "
MNila1 KDB rata-
rata bangunan
Nilax KLB rata-
rata bangunan
Nila1 Kepadatan

bangunan rata-

rata
Kesesuaian | 76% - 100% kepadatan bangunan pada
tingkat lokasi tidak sesuai ketentuan
kepadatan 51% - 75% kepadatan bangunan pada
bangunan (KDB, | lokas: tidak sesuai ketentuan
- KLB dan
| kepadatan | _
E 25% - 50% kepadatan bangunan pada
| bangunan)
lokas: tidak sesua ketentuan
dengan arahan
| RDTR dan RTBL

Mohon dapat dilampirkan 1 fote vang memperhhatkan tingkat
kepadatan bangunan pada lokasi

3 Ketidaksesualan dengan Persvaratan Tekms Bangunan

| Persyaratan pengendahian dampak hingkungan |
| |

bangunan yvang

telah diatur | pembangunan bangunan di atas dan/atau |

c1 bawah tanah, air dan/atau

H prasarana/sarana umum

keselamatan bangunan

| kesehatan bangunan
I
| | kenyamanan bangunan

' kemudahan bangunan

Kondist 76% - 100% bangunan pada lokasi tdak

bangunan pada | memenuhi persyaratan tcknis
L
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| perumahan dan [ [51% - 75% bangunan pada lokas tdek |
i: permukiman - memenuhi persyaratan teknis
| | 25% - 50% bangunan pada lokast tidak |
| | memenuhi .]?Fﬁ;;rﬂi‘&t&ﬂ tekrs |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan

ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada |
lokast
Mchon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi 1'1.1_]!&1{:.—1_11I

persyaratan teknis bangunan

E KONDISI JALAN LINGKUNGAN |

1 Cakupan Jarimgan Pelayanan

Lingkungan | ] 76% - 100% area tudak terlayam oleh
Perumahan dan jarnngan jalan lingkungan
Permukiman . [51% - 75% area tidak terlayan: oleh ‘
|| yang dilayani jarmgan jalan hingkungan |
- oleh Jaringan 25% - 50% area tidak terlayam oleh ~
: Jalan | Jarnngan jalan hingkungan I
I
|

Lingkungan
|

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperhhatkan |

jarnngan Jalan lingkungan pada lokasi !

2 Kualtas Permukaan Jalan

’75 enis permukaan jalan pe;kerasan lentur

{Jlan 1alan perkerasan kaku

Jélan perkerasan kombinasi

jalan tanpa perkera_s_éh

Kuahtas ' 76% - 100% area memihik: kualitas

permukaan jalan | permukaan jalan yang buruk ;
|

51% - 75% area memiliki kualitas

'__._’2.5% _ 50% area memihki kualitas

permukaan jalan vang buruk

{
! ‘ permukaan jalan yang buruk
|
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Mohon dapat dilamp{r'km] 1 foto yang memperhﬁéliqan kualitas
permukaan jalan hngkungan vang buruk {rusak)

F_RONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

! 1 Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Alses aman 76% - 100% populas tidak dapat
terhadap air mengakses air minum vang aman

| 1 deis e e . i

| minum (memilika 51% - 75% populas: tidak dapat ‘
kualitas tidak ' mengakses air minum yang amarn
berwarna, tidak | |

25% - 50% populasi tidak dapat
| berbau, dan ' 5

mengakses air mimurm yang aman

 tidak berasa)

Mohon dapaﬁ ﬁflainpu‘kan 1 foto yﬁ.ﬁg memperlihatkan kualitas

air minum yang dapat diakses masyarakat

2 Tdak Terpenuhinyva Kebutuhan Air Minum

: Kapasitas 76% - 100% populasi tdak lerpenuhi

pemenuhan kebutuhan air minum mimmalnya

kebutuhan {60 [ 51% - 75% populast tidak terpenuhi

L/han) ' kebutuhan air mmum mimimalnya

25% - 50% populas: tidak terpenuhn

kebuluhan air minum rmimimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhihatkan kurang

terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi

G _KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1 Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

|  Genangan vang | | lebih dan (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan |

‘ terjad: terjad: 2 x setahunj | |

| ! kura-.ng dan ({tingg 30 cm, selama 2 ]ar.rl— |
_: dan terjach 2 x setahun)

! Luas Geﬂaﬂgan' 76% - 100% area terjadi geﬁ-a'n gan >30cm, ‘
i ' » 2jam dan > 2 x setahun _ |
. | 51% - 75% area terjadi genangan >30cm, > |




! 2 jam dan > 2 x setahun
| 25% - 50% arca terjadi genangan P-SGt:rr_l: >

2 jam dan > 2 x setahun
L .

: Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan genangan |

pada lokas1 tersebut (bila ada)

2 Ketidaktersediaan Drainase

i Eﬁifﬂn tersier | 76% - 100% arca tidak tersedia dramnase |
£ dan/atau . hnglkungan |
saluran lokal 51% - 75% area tidak tersedia dramase

pada lokast hingkungan
! 25% - 50% area tidak tersedia dratnase

i | hngkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan saluran

tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi

3 Tidak Terpehharanya Drainase

Jenis ' ‘ _Pemeiiha;raan rutin !

pemeliharaan ' ‘ Pemeliharaan berkala

‘ saluran dramase |

| | yang dilakukan i.
Pemelitharaan i ‘ 76% - 100% area memiliki drainase ,
dramase | ingkungan yang kotor dan berbau
dilakukan pada ' 51% - 75% area memiliki draimnase

' Iingkungan vang kotor dan berbau

L | 25% - 50% area memlki dramnase

lingkungan yang kotor dan berbau

Mohon dapat dilampirkan 1 foto vang memperlihatkan kegiatan

pemeliharaan dramase pada lokas:
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Ketidakterhu bungan dengan Sistem Drainase Perkotaan
' Ka

pcmf:n ' | Saluran primer
i sistem drainase Saluran sekunder _
| vang ada pada Saluran tersier -
| | lokasi Saluran Lokal
! Ketidakterhubun | | 76% - 100% drainase lingkungan tidak |
| gan saluran lokal terhubung dengan hirark: di atasnya |
|| dengan saluran ' | 51% - 75% dramase lingkungan tidak
‘ pada hirarki di| | terhubung dengan hirarla di atasnya
| atasnya 25% - 50% dramnase hngkungan tidak
| terhubung dengan hirark: di atasnya

‘ Mohon dapat" dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirark:

dr atasnya pada lokasa

o Kualhtas Konstruksi: Drainase

|| Jenis konstruks: | | Saluran tanah

drainase | Saluran pasang batu

| 8aluran beton :
- - -_ | i . ; : =5

[ Kualitas | 76% - 100% area mermihiki kualitas

Konstruks: ' | kontrsuks: drainase hngkungan buruk

H 51% - 75% area memliki kualitas
| kontrsuks: dramnase hingkungan buruk
‘ || 25% - 50% area memiliki kualitas

kontrsuks: dramase hngkungan burui |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto vang memperhihatkan kualitas

‘ konstruks: dramase yvang buruk pada lokas:

' H KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1 Sistemn Pengelolaan Amr Limbah vang Tidak Sesuar Standar

Tekmis
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[
]

Sistem
pengolahan air
Iimbah tidak
memadail
{kakus/kloset
yvang tidak
terhubung

i dengan tangki

septik / [PAL)

T6% - 100% area mermiliki sistem
pengelolaan air hmbah vang tidak sesua

standar teknis

i ].“51% - 75% area memilik sistem

- pengelolaan air hmbah yvang tidak sesua
' standar tekms

| 25% - 50% area memiliki sistem
|
| pengelolaan air limbah vang nidak sesua

standar tekms

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperhhatkan

menjelaskan sistem pengelolaan air hmbah pada lokas:

2 Prasarana dan Sarana Awr Limbah Twdak Sesuar Persyaralan

Tekms

»

i
i
1
1
| 1
1

Prasarana dan

Sarana

| Pengolahan Air

Limbah vang Ada
Pada Lokas:

Kloset Leher Angsa Yang Terhubung

Dengan Tangk Septik
| Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan

Limbah Setempat atau Terpusat

 Ketidaksesualan

Prasarana dan
Sarana
Pengolahan Air
Limbah dengan

persyaratan

| teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan kondisi

prasarana dan sarana pengolahan amr limbah pada lokas: yang

76% - 100% area memihk: prasarana dan

| sarana pengelolaan air hmbah yang ndak

| memenuhi persyaratan teknis

' 51% - 75% area memiliki prasarana_ dan
sarana pengelolaan air hmbah yang tdak

mementith persyaratan teknis

25% - 0% area memilik: prasarana dan
sarana pengelolaan awr hmbah yvang tidak

memenuhi persyaratan teknis

tidak memenuht! persyaratan tenis

' I KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1 Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesual Persyaratan
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|| Si1stem

Teknis

Prasarana dan

=arana

! Persampahan

| | yang Ada Pada

Lokasi

' Tempat Sa:ﬁﬁpah

| tempat penguﬁiﬁu]é.ﬁ sampah (TPS) atau
TPS 3R |

4

gerobak sampah dan/atau truk sampah |

tempat pengolahan sé&ﬁp&h"terpadu (TP3T)

pada skala lingkungan

|| Ke tfﬂﬁkaesl_.l s1an

Prasarana dan

Sarana

| Persampahan

dengan
Persyaratan
Telaus

| | 25% - 50% area memiliki prasarana dan

76% - 100% area memilik1 prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak

memenuhi persyaratan teknis

' 51% - 75% area memibiki prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak

memenuhi persyaratan tekms

sarana pengelolaan persampahan tidak

i memenuhi persyaratan tekmis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan masmg-

masing prasarana dan sarana persampahan pada lokas: yang |

tidak memenuhi persyvaratan teknis

2 Gistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

persampahan
(permilahan,

pengumpulan,

H pengangkutarn,

pengolahan)

| 51% - 75% arca memihkt sistern

76% - 100% area memiliki sistem
pengelolaan persampahan vang tidak sesuai

standar teknis

pengelolaan persampahan vang tidak sesuai

standar teknis

| 25% - 50% arca memiliki sistem
| pengelolaan persampahan yang tidak sesua:

standar tekms

Mohon dapat &Ilamprkan 1

foto -}fang '-_i'nempcrhhatklan

prasarana dan sarana persampahan pada lokas

3 Twdak Terpehharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan
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Jenis

pemehharaan

! Sarana dan

Prasarana
Pengelolaan

Persampahan

| yang dilakukan

Pemeliharaan

i Prasarana

Pemehharaan rutin

. Pemeliharaan berkala

Sarana dan

Pengelolaan

Persampahan

| | dilakukan pada

Mohon dapat diampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegatan

76% - 100% area memiliki sarpras

persampahan yvang tidak terpelithara

| 51% - 75% area memliki sarpras

: persampahan yang tidak terpehihara

25% - 50% area memiliki sarf:nras

persampahan yang tidak terpelihara

pemehharaan drainase pada lokas:

' J_KONDISI PROTEKS] KEBAKARAN

1 Ketidaktersediaan Sistem Proteks) Sccara Aktif dan Pasif

Prasarana
Proteksi

Kebalaran

Lingkungan yang
ada

'Pasﬂkan alru 11tuk'pemadam kebakaran

| jalan h_ngkuﬁgan yang memadal untuk

sirkulasi kendaraan pecmadam kebakaran

sarana komunilkas:

Ketidaktersediaan

Prasarana
Proteksi
Kebaltaran

data ten taﬁg sistem proteksi kebakaran

bangunan -pus kebakaran

| proteksi kebakaran

51% - 75% area tdak mermiliki prasarana

proteksi kebakaran

i | proteks: kebakaran |

| 25% - 50% area tidak memulik prasarana

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperhhatkan masing-

masing si1stem Proteks: kebakaran pada lokasi/
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2 Kﬂndﬂktersedlaﬁn Sarana PrﬂtEkS‘i_ Fahil an - —I

e : - '
' Sarana Proteksi Alat Pemadam Ap1 Ringan (APAR) |
. ; Kebakaran mobil pompa ]
Limgkungan yang mobil tangga
ada

peralatan pendukung lamnya
Ketidaktersediaan 76% - 100% area tidak
Sarana Proteks: memilila sarana proteks:
Kebakaran ' kebakaran

 51% - 75% area tidak
memilik1 sarana proteksi
kebakaran

25% - 50% area tidalk
mermliki sarana proteksi
kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto vang sumber pasckan air untuk
pemadaman di lokasi

12 PROSEDUR PENDATAAN

1 Indikas) 2 Pendataan Lokas: 3
Perumakan Parurnahan Kumuh dan Permokiman Hesapilulas:
Kumuh dan Kumuh vang Termdikae Hanal

Permukemian

---------------

I’F"&n.]ninnﬂ.n F'nrms:.t ¥
1 Pendataan

-----------------

i
4R€'|[El.'|?]‘l'u|-.='! Tmgkat,

|‘u=|r-;t1'nr| an/ Ihatrik |

Pangalazan Fu:-l'maf 1
Penidataan }

______________________________

______________

-
t Penjelssan & !

" tulaz Tingkat
| Penyebaran Farm yRekapitnlas: Timghka ;

1 < i
L fzian Masvarakst | Masyarakat ; !\---————F—“'——_____z

Pada Lohasi

BUPATI TAPANULL UTARA,
Dto,- :
NIKSON NABABAN

Sahnan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAMHUKUM,

&
*

WELLY ALEBERETI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk I (TII/d)
NIP 19870704 201101 1 008
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LAMPIRAN Il PERATURAN DARRAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR oL TAHUN 2022
TANGGAL '} -~ or . 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN  PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKAST LOKAST
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I 1 FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

WILA] SUMEBEL

DATA

ASPERK PARAMETER

KRITERIA INDIKATOR

A _IDENTIFIKASI KONDIS! KEKUMUHAN

l | | » Tadak memeonubu ketentuan tata * 76% - 100% bangunan pada
bangunan dalam EDTR, mchputi Iokast tidak memill o3
pengaruran bentulk, besaran, eterataran ’
perletakan, dan tampilan banginan | e 510, - 750, bangunan pada
5 pada suaru zona, dan fatau lelcasy tidalk mermihla 3 Dolnirnen
a Ketidal + Tidak memenulu ketenluan tata keteraturan ] | RDTR &
leraturan bangunan dan tats kualitas _ . KTBL, Formai
Bangunan hngkungan dalam RTBL, meliputy Isian,
| pengaturan blok nglungan, kaphng,| « 25%, - 5008 bangunan pada Observas:
bamgunan, ketingman dan elevam loka= fidalk memihika {1
lantan, konsep wlenttas inglungan, keteraluran ;
Lonsep ortentas hnglhungan, dan
| wajah jalan L
+ KDIB meletah ketentuan ROTE, s V6% - 100" hangunan |
dan/atau RTHL, memilika lepadatan tidak i & Dok
1 [ ® KLB melebitu ketentuan dalam sesual ketentuan | | Rﬂ[ﬂ‘;fgl
KONDISI b Tingkat | REDTR, dan/atau RTBL, dan/atau & 51% - 7% bangunan RTRI
BANGUNAN Kmparstan +I(T|.31-1-a:;ata_u th.:“Jguuun FaIlE T g me.m_ﬂﬂl{: lepadatan tidalk i 3 Unl{l1111:=11
o o padsa lokas, yatn | sesual kelenluan | IMB, Format
o untuk kota metropoabtan dan kola B . i :
; iy : * 25% - B0% bangunan Izian, Peta
| hesar = 250 unit /s i Ladtns. 5l 1 Voolima
o unluk kots sedang dan kota kel | T R
. sesnal Ketentuan |
] =200 umit/Ha ; ; . .
[ Kondisi bangunan pada lekas: tudak * 7% - L0 bangunan pads
mementihi persyaratan lokas: trdak memenuhi 3
c * pengendahan dampsk hngloungan persyvaratan tekns H .
| : . ; .. Wawancara,
Kendaksesuaian |» pembangunan bangunan di atas [+ 51% - 75% bangunan pada F e
dengan dan /atau di bawah tansh, aur " lokas tidak memenulby 3 :;;m 13 AT
DPersyaratan dan/aluu prasarana/ sarana umurm persyaratan telms GIL;EI”E
Telous * keselamatan bangunan 35% - S0 b pada f)]}sﬂ'tram
Hangunan keso ’ B A2V - Al Danginan pa |
= Y. Feachatanh AR lokas dak memenuh !
*+ kenyamanan bangunan
persyarataty Lekrms
_ s kemudahan bangunan _ ; . ) L
s 7O - 100 arca tdak |
terlayant oleh janngan jalan | 5
: Imglkungan 3 )
o Pl iSebagian lokas: perutnahan atau « 51% _ 75% area tidale Wawancara,
Pilais I Jalan | Permukinan adalk terlayvam dengan j boa Forrmat Isian,
elavanan N e . terlayam oleh jarmgan jalan | 3 000 ;
9 Linglungan Jalan hngkungan vang scsua dengan Tensloimgan . DPeta Laliasa,
i ketentuan telris : " |  Observasi
KONDISI il * 25% - 50% srea tidak aline
JALAN . terlayant olch jaringsm jalan 1
LINGEUNGAN [ hngkl.n'tgﬁr_l e
i o L e TEM - M :
b Kualitas  |Scbaman atau seliruh jalan | * 76% - 100% arca memilik Wawancara,
7 kuabtas permukaan ;alan 5
Permukaan  linglungan ienadi kerasakan g Formar Isian,
I i ; ; vang buruk ] ! g
Jalan permukaan jalan pada lokas: -*ﬁ],, e UG i e 1 Peta Lokas,
Langkungan uinahan atau pe kaman e L i : Ohsarvam
) glung - Pev an R i _ | kuahtas permukaan jalan 3 | B -
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I yang buruk _i

» 359 - 50% area mernlika i
labtas pertmikaan jalan i
vang buruk ) |

Masvarakat pada lekasi perumalian

dan permulaman bidak dapat

mengalses ar minam yvang memililn
kuahlas melak herwarna, tidal berbau,

dan tdak berasa

# TE% - 100% populast tidalk
dapat mengakses awr mihuTm
Vang Aatrlan

s 51% - T5% populas tidak
dapat mengalises aw mirmam |

! )‘H'ﬂg HATTIAn

= 25, - B populas bdak
dapat mengakses mr mmum |
YETIE ATIATY

Kebumhen ar minum masvarakat
| pada lokas perumahan atana
permulaman tidalk mencapal nunsmal

sebanyak 60 hter [ orang/ hars

| ® 25% - 50% populas idak

» TO% - 100% populas Gdak
terpenubu kebutmhan air
TIUTIUT TTRrHErElee ver

* 51% - 75% populas. tidak
terpenuhi kebutuhan aur
minum munmalinya |

terpenuin kebuinhan aar
mnum minmalnya

5
. Wawancara,
3 | Format Isan,
Observams
5 ‘

|
Wawanoars,
3 | Format Iman,

cdarvingan dramase inglhungan ndalk
| mampu mengalirkan lmpasan ar

selungga memmbullian genangan

dengan tingg letnh dan 30 cm selama |
letwh dar 2 jam dan tenadi lebih dar 2 ¢

leal: selahun

® TE - 100% area terjad
penangun =300, = 2 jam
dan = 2 % setabun

| = 51% - 75% arca terjadt

penanpan =30em, > I jam |
darn > 2 % setahun i

® 250 - 5026 area terjadi
penangan =3bcm, = 2 jam
dan > 2 x sertahiun

Tedak tersedwnva saluran dramase

Lingkungan pada inglungan

| perumahan atau permulaman, vatu
i salurat tersier danatau saluran lolal

® TO% - 100% area tidak
tersedia dramase lulgkunguni
& 51 - To% area hdak
tersedia dramase ingkungan
« 25%, - 50 area tdak

tersedia drasnase imghungan

Saluran dramnase ngkungan hdak

terhubung derngan saluran pada
hararla di alasnya selhungza

dan mennbullkan genangan

Tulak dilaksanakannya pemeliharaan
| saluran draunase hogkungan pada
lokast perumahan atau pormulimean,

+ pemeliharaan rutm, dan/atau

+ pemelharaan berleala

! Bastemn Drainase menyebablian air tdak dapat mengalic |

"8 51% - 75% area memiliki

e 7R,

&« 76% - 100% drainase
hngkungan tidak terhubung
dengan lorarks di atasnva |
o 51% - 75% dramase ]
linglungan ndak ferhubung
dengan hurarkas di atasnys

* 25% - 50% dramase
hngkungan tidak terhubung
dengan hurarkn di atasnya

L0 avea memibhla
drainase imgkungen vang |
kolur den berbau i

dramnase hnghungen yvang
kotor den berbau
s 25% - B0 area mermlila

dramase hnglungan yaeg
kator dan herban

| Observas
|
'

| Kuallas konstruks: draimnase bk,
kerena berupa galian tanah Lanpa
material p-elapls atau penulup maupun

karena telah terjad: kerusakan

B THY - TO0MY area 'I'I!1!‘.'I'T.|'l]_'|]_ﬂ
loualitas kontrsulst dramase
hngkungan buruk

# 51% - T3% area memilika
kualitas hontrsuls: draanase
Ilngi-: ungan buruk

» 25% - 50% area memalikn
knalhtas kontrsulos: draonase |

hnglungan busuk i

Pengelolasn air bmbah pada lokas
perumahan atau permuliman tidals
memibikl sistem yang memeala, yalu
Lhakus{klosct yatg tidalk terhubung

dengan tangl seprik baik secara

a
Ketidaldtersadiaa
! n Alrses Amar
i Mor Mimum
3 i
| KONDIST |
FENYEDIAAN
AR MINUM
b Tiwdak
Terpenuhinya
i Krhutunhan Aar
: Miniim
a
| | Kebdalkmampua
! n Mengahrkan
Limpasan A
)
Keudaktersedian
n Dramase
C
Kebdakierhubumn!
4 gan dengan
KONDISI
DEAINASE | Perkotann
LINGRKUNGAN |
; | d Tidak
_: ] Ter#::ehhmamyu bailk
Drainase
: ¢ Kualitas
Konstruks
| : Dramnase
| 5 H Sistem
Pengelolaan Ax
KONDIST 1
PENGELOLAAN SI..:.l:l:.l:ralrt1 i 11:1&11.
AR iMEAR | —oSvua Standas
3 Tektng
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o 3]1%

64

& TH%, - L% ares moemithilkn
gsigtem air hmbah vang bdak
sesua standar tekms

- T84 area metmhla

sistem awr hmbah vang Ddak

sesta standar tekms |
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3 { ! Formal Isan,
| Feta Lokas,
Ohservasm
l ‘
a3
Wawancara,
3 Formar I=ian,
' Peta RIS,
1 Observas
b
Wawaneara,
3 Format Isian,
Peta RIS,
Cibservas
1
a
Wawancara,
3 Format Isian,
’ Peta RIS,
Observam
1
a
Wawancara,
3 Format Isian,
FPeta EIS,
Observass
1
2 Wawancara,
Format Isian,
Peta RIS,
] Observas




ASFER KRITERIA INTHEATOR PARAMETICRE NILAT

| manpun terplsat = 25% - 507% area memilila

smulem ar hmbah vang tidaic 1
] | sesual standar telons i
O ————— | & 70% - 100G area memhln . [
b Prasals rana dan prmelean ni Tiahal sade Solesi ~ sarpras arr imhah fidak ]
BT s B | sesuar persyaralan lekis
perumahan atau permukiman dimana ¢ = Wanwanes
Fengelolaan Aar * 51% - TE% area merualiki SNty oy
Limbat Tl = kloset leher angsa tdak terthubung titntials T. il 3 Format Isian,
g dengan tangl sepiik, ERHPTESR A : Peta RIS
Sesual dengan F sesllar persyaratan tekms < !
P adeiosabiti + tidalk tersedianya sistem Ry Ohservast
| Teler pengolahan limbah selempal atsu =% - 50% area memihla
| CHEILE terpusat sarpras AT hmbah tidal I
£ s e sesuEl pergyaratan telms i ~
Prasarana dan sarana persampahsn L e TEY - 100%, area mermilika
pada lokas: perumahan atau qarplas penpsilan
| per‘mul-um:—m tidal seaual dengan persampiahan _1,,-{-1_11;.; tdale 3
i i ad peravatratan Lekms, vaitu :Tf:mi‘]luhl prrsyalatan
i ;‘1 r‘;::;:: M e tempal sampah dengan pemilahan _11,: ]H?,:f, e ]
' | Porsdiriabion sampah pada skala domestik atan | " :ar;::ras. ‘p’;‘:‘tfgl:ﬁl;:;mlhlﬂ Wawancara,
Tudek Sesua FUmAR tnda; ersampahan vang adak 3 | Format Isian,
e tempal pengumpulan sampah (TPS) | ﬂf_r'nmﬁht = J:; g e i | Peta RIS,
- P atau TPS 3R [redice, reuse, recycle] Ir];ru.i PETSYATH : i Observasi
Telknis pada skala ingkungan, sl
PPELL lo gerabak sampah dan/ateu ik * 25%0 .- 0% avea mennlika
. sampah pada skala lingkungan, dan =~ SPfas Iﬁigﬂo}m
« tempat pengolahan sampab terpado Pﬂsm&u B }cmg tickak L
{TPST} pada skala hngkungan i memenuhi persvaratan
ﬁ — (ES ™ . __F?I.f.ﬂ.ls !
KONDIST Penpelolann persampahan pada & TG% - 100% area memilila |
PENGELGIAAR| b Sister | Cn@ungan porumahan atau aiems petsaipshian flnke | 5
PERSAMPAHAN| Pengelolaan | Eruiamen tidak memenuhy v sande ! 2
B persyaratan sebaga barlout s D o FESL Alia e Wawancara,
Persampahan ki Format lssan
vang Tidak = pevadebian e pemilhan | B ER e Rl | Peramis,
Se_suz-u, Standar | domestik; }. Stnlip Mangar ﬂb-S:Ei‘“.lé:h',l
Telnis | * pengumpulan lmglkungan, | 25%, . 50F4 area memilila
o pengangkutan ingkungan, | mmietn persampahan tdak 1
, - _|__* pengolahan kmgkungan sesual standar L sy
! | s TH% - 100% area memihla
i . r Tidak didakukannya pemeliharaan riﬂ;‘p]:’l—:‘i pcrl:'j]?ln]_]ﬂhﬁn Fang: 1 18
| Tudakicrpehhara | sarana dan prasarana pCﬂgE‘JﬂLﬁaﬂ o “E_ “:_1?:] H‘TE ; Wawancara,
niya Sarana dan | persampahan pada lokas: perumahan | * 217 79% area memilik 'F I
E P P | sarpras persampehan yan g o} ERLENGG i,
Prasarana arau permuloman, halk I & c{i Ve PL.;I 1]'lar§ yang E Peta RIS,
Pengelolaan ¢« pemehharaan rutn, danatan firess P - Ohservast
Persampahan s pemebharaan berkala | & 25% - 50% area mem:hila
I | sarpras persampahan yarng 1
i 5 e ooz | tidalk terpelihara
I ! Tidak tersechanya prasarana proteks - ?6?2‘ T lﬂmf:" arca tdal :
i kebalkaran pada lokas, ymin ]T{ntgél]kl Prasurang protekss 2
a chakaran :
Kehdakttrm::hsa: : F:j'sokha:l .‘111‘ . B1% - T5%, area tidalk ! Wawancara,
n Prasarana Juini Mnghtigal, I iehesials ¥ teksi | 3 Format Jswan,
» sarana komunikas: b e e ’ Peta RIS
Frotek= i lrebalearan :
Kebakaran - :J];ll = m:g::r:' 1:;:;'?1{51 Iebakeran. | 25% - 50% area tidal Ofiacree
7 it A .
vrital '+ bangunan pos kebakaran ﬂlﬂmﬂlkl Hirusanma protelos 1
PROTEKSI | | e 76% - 100% area ndak [ T
KEBAKARAN Tidalk tersechanya sarana proteks) memibk sarana proicks | 5 |
b kebakaran pada lokasi, vaitu | kebalaran . o _
Ketidaktersediaa « Alat Pemadam Ap Ringan [APAR], | » 519 - F3%, area tidak ]:'“ A ﬂf:'[:ﬁl- a,
n Sarana « mobid pompa, | memubls sarana projeks 3 n;;nra Rﬁ;an’
Frolels t s mobil tangea sesua kebutuban, !_ leebaloaran Dbta 2
Kelmbaran | dan | » 5% - 5(1% area ndak SRR
i | i = peralatan pendulkung lamnnya memilikl sarana protelest 1
it SO AL I l kebalkaran
13 IDENTIFIKAST PERTIMBANGAN LAIN ST 3 ] i)
; Perambangan letak lokasi perumahan l's Lokas: terletak pada furgs [ 5 “’HWHE(;HI;L,_
i a Nda Strateps | atau permulkiman pada . strategs kola Format Isian,
i Lolasm ! - fun_gs.t strategis <ota, alan = Lokas udalk terletak pada 1 RTEW, RDTE
l’F'.?H'I'_] MHEANGA L buican fungs: stratems kota | fangs stratems kota | Observas
W LAIN b :Per‘t:u:nbangan kepadatan pendudulk Unituk Metropolitan & Kota | Wawancar:,
! | pada lokast perumaban atan Bresar 5 | Format Isian
| Kependudukan | S ] !
! 4 11. X S | permulkiman dengan Klasifikas s Kepadatan Pendoduk pada | | Statistile,
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INDIERAT

i bawah 150 yjrwajha,

antara 151 — 200 pwa/ha,

= ungg vartu kepadatan penduduk
attara 201 - 400 pwa/lin,

» sangat padat yaba kepadatan
penduduk di atas 400 pwafha,

¢ Kondms Somal,

Ekonomi, dan
Budaya

Pertimbangan puteﬁEJ'}Féﬁg dimaliba

berupa
+ potensl sosal vaitu timghat
partisipasi masyarakat dalam
mendulmng pembanpunan,
= potetist ekonoml yart adamnya

setempat,
= potensi budava vartu adanya
kematan atau warisan budaya

renidah vartu kepadatan penduduk

kematan ekonom tertentu yang
Lrersufar strategs bagy masvaralkat

e sedang veaitu kepadatan penduduk

lokasi perumahan atau permukiman

tertentu vang dumilikl masyvarakst

setempat

¢ 1DEN;I*1FIKAS|I LEGALITAS LAHAN

K:.'_'|:‘1:-1..-11-1.11-L.:'r.|'|ut1;1p AlBILS penglasann

8
LEGALITAS
LAHAN

| Kejelazan
Statuis

Penguasaan
Lalian

s Kepadatan Penduduk pada

o Kepadaian Pendudul pad:l

Lokast schoesar =400

Jwra fHa

Untuk hota Sedang & Kota

Kecil

s Kepadatan Pendoduk p.-_'lﬂa ]
Lokas1 sebesar >200 |
Jrwa/Ha

Lodkas schesar 151 - 200
diwa/Ha

Loka=m zebesar < 1540
Jwa S Ta

Observasi

e Lokasi memilila potenst

sostal, ekonom dan budayva
untuk dikembangkan atau
dipelihara

Lakasi tidak memililn potens:
susal, ekononu dan budaya

tngg untuk diltembanglzan
atau dipelibhara

Wawancara,
Formeal [sisn,
Ohseivas:

lahan berupa

# lepermlilean sendim, dengan hukn

dokumen sertifikar hak atas tanah |

atan bentuk dokumen kelerangan

statas tanah lannya vang sah,
Aatan

1zt pemantaatan tanah dar
pemegang hak atas tanah atau
permbile tanab dalam bentule
perjanan terbulis antara
pemegang hak atas tanah atau
pemilik tanah dengan

2 Kesemuman

RTR

Kesesuauan terhadap peruntukan

dengan bulth Izin Mendiriban
Bangunan atau Surat Keterangan
| Rencana Kota (SKREEK)

lahan dalam rencana tata ruang (RTR),

I ¢ [Kescluruhan lokas TTII‘-T_Tl.l.]l-i'C;.?_

= Lepemilikan pihale lan {termasuk |
ik adarf alayai], dengan bukt

kejelasan status penguasaan '
lahan, bauk milik sendir
atau mulik pihak lam
Sehaman artau keseluruhian
lokas: tadak mermihla
kojrlasan status penglasaan
lahan, bak mihk sendir
atau mihk pihak lam

-

Keseluruhan lokas: berada
pada zona peruntukan
perumahan f permuliman |
sesua HTR ;
+ Sebagman atan keselurizhan
loleas berada bulian pada
zZona peruntukan
perumahan | permuliman
sesuzi HTR

(+

Wawancara,
Format Isian,
Doloumen
Pertanahan,
Observasi

Wawancara,
Format Isian,
FETREW, RDTR

Observam

Sumber Tim Penyu:mn 2021
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11 2 FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFTKAST DAN
SKALA PRIORITAS PENANGANAN

WILAT KETEREANGAN BERBAGAD KEMUNGRINAN RLASIFIKAS!

AZAZALAS AR BI B2 10 B4 135 B6 21 C2 C3 C4 5 Ch

Kondisi Kelumuhan

71-05 |Rumuh Berat || XX | X x;x'x'

- 45 -70 |[Kumuh X|lxix[x[x]x
| |Sedang 4 ' |
19 -44 |[Kumuh : I ¥\ ¥ X
_____ __|Rmgan | e
Perumbangan Lan || !
T=9 Pertimbangan | X [ X | X [ XX
Liainn Tingg el _:_
4 -6  |Pertmbangan | XX n|X ! XX
Lamn Sedang | N s |
1 -3 [Pertimbangan | XX xIX X| X

Lain Rendah |
Legalitas Lahan ' S i
i+ Status Lahan || X X X X X X, | X X X
Legal s . e
{- Status Lahan | X X X ¥ X X X X X

Tidak Legal B e

SKALA PRICIZITAS

PEMNANGANAN =
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dt_(},..
NIKSON NABABAN

Saliman sesuai dengan ashnya
KEPALA BAGIAN KUM,
WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk I (II1/d)
NIP 19870704 201101 1 008
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[l1 1 FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

LAMPIRAN [l FERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR DL TAHUN 2022
TANGGAL '} - oo . 2022
TENTANG PENCEGAHAN  DAN  PENINGKATAN

KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN ,PERMUKIMAN DAN KAWASAN KUMUII

Menimbang

BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINGT SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAFANULI UTARA i
NOMOR
TENTANG

DI KABUPATEN TAPANUL! UTARA

BUPATI TAPANULI UTARA

a4  bahwa setiap orang berbak untuk bertempat tmggal dan
mendapatkan lingkungan hidup vang lauk dan sehat,

b bahwa penyelenggaraan pemingkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab i
pemenntah daerah  berdasarkan  penctapan lokas

perumahan,permuloman  dan  Kawasawasan kumuh  vang

didahuiu proses pendataan,

¢ bahwa berdasarkan Pasal 08 ayat [2) Undamg Undang Notmor
I Tahun 2011 tenlang Perumahan dan Kawasan
Permuliman, penetapan lokast perumahan kumub  dan
permuliman kumuh wgpb dilakukan pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakal,

d bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan

Keputusan Bupat tentang Penctapan Lokasi Perumahan

Eumuh Dan Permulkiman Kumuh,

-BE -



Menetapkan

KEBATU

KEDIA

KETIGA

KEEMPAT

Mengingat

1 Pasal 28 I ayat [1) Uil(la:ig;Ur:dur:g Dasar Negara HEpUbllRﬂ
Indonesia Tahun 1943,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermntahan Daerah (Lembaran Negara Eepublik Indaonesm
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan TLembaran Negara
Eepublik Tndonesia Nomor 3587,

4 Undang-Undang Nomor 1 rahun 2001 tentang Perumahan
dan Kawasan Permulaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambabhan Lembaran Negara

Kepublik Indonesia Nomor 5188),

/4/ Undang-Unrdang Nomor 12 tahun 2011 lentang Pemmbentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234,

5  Peraturan Menter1 Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat
Nomor 0O2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas

Terhadap Perumahan ,Permukiman dan Kawasan Kumuh,

MEMUTUSEAN
KEPUTUSAN BUTATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN ,

PERMUKIMAN DAN KAWASAN KUMULL DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Mcnctapkan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah
kabupaten yang dundar Ldak Lk bum karena  ketidakteraturan
bangunan, ungkal kepadatan bangunan yang tingg, dan kuahtas
bangunan serta sarana dan prasarana vang tdak memenuhl svarat,
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan
berdasarkan hasil pendstaan vang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan peran masyarakat menggunaksan Ketentuan Tata
Cara Penetapan Lokasi sebagaunana daiue dalam Peraturan Mentert
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakwvat Nomor 02/PRT/M/2016
tentang Pemingkatan Kuahtas Terhadap Peramahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh,

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh i Kabupaten
Tapanul Utars  ditetapkan sebhagam  dasar penyusunan Rencana
Penanganan Perumahan Kumuh Dan  Permukiman  Kumuh  di
kabupaten Tapanull Utara yang merupakan Lkomitmen Pemerintah
Daerah dalam mendultung Program Nasiwonal Pengentasan Permulauman
Kumuh, termasuk dalam hal 1in1 Target Nasional Permuliman Tanpa
Kurnuh,

Lokas1 Perumahan Kumuh Dan TPermukiman Kumuh di Kabupaten

Tapanulh Utara mehiputt segumlah {terbtlang } lokas, i
[terbiang |  kecamatan, dengan luas total schesar {fertnlang
| hektar,

SB9-




KELIMA

KEENAM

‘ KETUJUH

111 2 FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

Penjabaran mengeﬁéi Daflar Lokasi Perumshan Kumuh Dan
Permulaman Kumuh i Tapanub Utara dinne letnh lanjut dalam
Lampiran 1, Peta B8ebaran Lokast Perumahan, Permulkiman dan
Kawasan Kumuh d1 Kabupaten Tapanull Utara dinnen leinh lanjut
dalam Lampiran ll, serta Profil Lokas: Perumahan Kumuh ,Permukiman
Kawasan kumuh & Kabupaten Tapanull Utara dininen letwh lanjut
dalam Lampiran 1, dimana keliga lammran tersebut merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dan Keputusan Bupat: ing,
Bertlasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh , Permukiman dan
Kawsan Kumuh 1 Kabupaten Tapanuli Utara ini, maka Pemenntah
Daerah herkormitmen untuk untuk melaksanakan Pemingkatan Kualitas
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara {untas dan
berkelanjutan sebagal priorias pembangunan daerah dalam bidang
perumahan dan permukaman, bersama-sama Pemernntah Provins: dan
Pemerintah Pusat,
Keputusan it mula bertaku pada tangeal ditetapkan

Diatetapkan di

Pada langgsl

BUPATI TAPANULI UTARA
Ltd
(NAMA LENGEAP TANPA GELAR)

WO

LAMPIRAN [
KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN LOKAST PERUMAHAN KUMUIH ,

PERMUKIMAN DAN KAWASAN KUMUII DI KATIUPATEN

TAPANULI UTARA

LoOEAR]

LATN | ITAS
| LAHAN

'R#;RW|KELUR!KE::;.M’.&.T,IUMT‘.A KEPA- (LINTA|BUJUR([NILA] Tinax |NTL]TIN
[AHAN/S | AN/ H DATALK | N L Al |CE
1

| DE3A | DISTRIK

NAMA | LUAS [LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN] KOORDINAT | KEKUMUHAN | PERT | LEGAL- | PRIORI. |
; | ag
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Il 3 FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI

=

e ]
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i
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!
Keterangan
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|
\___ Garis Koordmat
Lintang & Buyut) |

|

Eeterangan Lampran S5
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s
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THERRIIL I8
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| BE Kepala Daeah " ML T TCTAITRIH S UH
Ket Korlinat Judul Pots i R~ TP T
{Lintare & Bupar) ] |
- Skala, Onertas, /’/ i i
. ST Proveks, Swtemn Grad, i b T
Diatium TPETATHEST
! { Peta [aser _f'/ o
l LEIEANA,
I L

ety

| Keterangan :'..cgrmda

W — —. 1 L
! | Keterangan Sumber {_jrmers e
| | i SUENT TAEAHULL UTARE,
1 ! i Cowardu Tuarganl
i | Tarida Targan Kapnla Taerah | o], Jr Herm i T L
I i J}
1 | Lermbeang dan Nama Kebupalen | _Ar e
i U T,
I I I

BUFATI TAPANULI UTALA,

Dito,-

NIKSON NABABAN

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

Penata Tk T I/ d)
MIP 19870704 201101 1 008
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